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Abstrak

Melihat perkembangan masyarakat sekarang ini, ternyata perkawinanpun banyak mengalami permasalahan, hal ini dapat kita maklumi, mengingat perkawinan disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sedang manusia itu sendiri merupakan mahluk yang bersifat dinamis, dengan kondisi yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan tingkat perkembangan.

         Adapun salah satu bentuk permasalahan yang  sering  muncul  didalam  pelaksanan perkawinan  adalah  tentang  penentuan  batas umur Untuk  bisa  melangsungkan  perkawinan,  Penentuan  batas  umur  untuk  melangsungkan  perkawinan  sangatlah  penting  sekali,  sebab  perkawinan  sebagai  suatu  perjanjian  perikatan antara  seorang  pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri.  

        B A B I P E N D A H U L U A N

A. Alasan  Pemilihan

       Perkawinan adalah merupakan salah satu proses pngembangan keturunan, karena dengan perkawinan inilah akan terbentuk suatu keluarga yang kemudian berkembang menjadi keturunan yang pada akhirnya akan berkembang menjadi sekelompok  masyarakat

       Oleh karena itu, dianggap  merupakan  hal  atau  peristiwa  yang  bersifat  sacral,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  diperlukan  suatu ketentuan hukum  yang  berfungsi  mengatur  tatacara  pelaksanaannya,  baik  hukum  positif  maupun  hukum  yang digali  dari  agama  serta  keyakinan  masing-masing,  Dengan demikian apabila seorang  hendak melangsungkan  suatu  perkawinan,  maka  ia  harus  memperhatikan  hukum yang  berlaku.

           Melihat  perkembangan masyarakat sekarang  ini,  ternyata  perkawinanpun  banyak  mengalami  permasalahan,  hal  ini  dapat  kita  maklumi,  mengingat  perkawinan  disini  adalah suatu  perbuatan yang  dilakukan  oleh  manusia,  sedang  manusia  itu  sendiri  merupakan mahluk  yang  bersifat  dinamis,  dengan kondisi  yang  selalu  mengalami  perubahan  sesuai  dengan  tingkat  perkembangan.

Adapun  salah  satu  bentuk  permasalahan  yang  sering  muncul  didalam  pelaksanan perkawinan  adalah  tentang  penentuan  batas umur

          Untuk  bisa  melangsungkan  perkawinan,  Penentuan  batas  umur  untuk  melangsungkan  perkawinan  sangatlah  penting  sekali,  sebab  perkawinan  sebagai  suatu  perjanjian  perikatan antara  seorang  pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri.  Haruslah  dilakukan  oleh  mereka  yang cukup  matang  baik dilihat  dari  segi  biologis  maupun  dari segi  psikologis,  Hal  ini  penting  sekali  untuk mewujudkan tujuan  perkawinan  itu  sendiri,  juga  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  diusia  muda atau  perkawinan  anak-anak yang  banyak  mengakibatkan  perceraian    dan  keturunan  yang  diperolehnya  bukan  keturunan  yang sehat.

Adapun  akibat  yang  sering  terjadi  dari  perkawinan  yang  masih  dibawah  usia  minimum  ini  adalah  banyaknya  tingkat  perceraian,  dimana  akibat  negative  dari  perceraian  itu  tidak  hanya  dirasakan  oleh  suami isteri  yang  bersangkutan  melainkan  juga,  oleh  anak-anaknya  familinya,  dan  bahkan  masyarakat  serta  negara  juga  akan  merasakan  akibat  negatifnya.

        Oleh  karena  itu  perlu adanya  upaya  pendewasaan,  usia  kawin  dalam  arti  mengusahakan  penundaan perkawinan  sampai  seorang  cukup  dewasa  agar  mencapai  kematangan  pisik  dan  mental,  adalah  suatu  ihktiar manusia  yang  patut  dihargai  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan,  hal  ini  telah  terbukti,  bahwa  kawin  dalam    usia  muda

     Ijin  tersebut  tidak  hanya  berlaku  bagi  calon  mampelai  wanita  saja  tetapi  juga  bagi  calon  mampelai  pria,  Dalam  hal  ini  salah  seorang  dari 

 kedua  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  ijin  tersbeut  diatas  cukup  diperoleh  dari  orang  tua  yang  masih  hidup  atau dari orang  tua  yang  masih  mampu  menyatakan  kehendak.

           Dalam  hal  perbedaan  pendapat  antara  orang-orang  tersebut  diatas  atau  salah  seorang,  atau  lebih  diantara  mereka  tidak  menyatakan  pendapatnya  maka  pengadilan  dalam  daerah  hukum  tempat  tinggal  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  atas  permintaan  orang  tersebut  dapat  memberikan  ijin,  setelah  lebih  dahulu  mendengarkan  orang-orang  tersebut  yang  bersangkutan  dalam  hal  ini.

        BAB II KERANGKA  TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalam  istilah  agama  islam  disebut  “  Nikah “  ialah  :

Melakukan  suatu  aqad atau  suatu  perjanjian  untuk  mengikatkan  diri  antara  seorang laki-laki,  dan  wanita  untuk  menghalkan  hubungan kelmin  antara  kedua  belah  pihak,  dengan dasar  sukarela  dan  kleridhoan  untuk  mewujudkan  suatu  kebahagian  hdup  berkeluarga  yang  diliputi  rasa  kasih  sayang  d  keterntraman  dan  kebahagiaan  dengan  cara  yang  diridhoi  oleh  allah 5)  

Perjanjian  disini  bukan sembarang  perjanjian  seperti  perjnjian  jual  beli  atau sewa  menyewa,  tetapi  perjanjian dalam nikah  merupakan  perjanjian  suci  untuk  membentuk  keluarga  aantara s eorang  laki-laki  dan  wnaita,  suci  didini  dilihat  darai  sisi  keagamaannya  dari  suatu  perkawinan.

         Perkawinan  dalam  bahasa  arab  ialah  Nikah  Menurut  syara “  hakekat  nikah  ialah :  akad  antara  calon   suami  isteri  untuk  membolehkan  keduanya  bergaul  sebagai suami isteri Disamping  kata  nikah,  dalam  bahasa  arab,  kata  nikah  mengandung dua pengertian,  yaitu  dalam  arti  yang sebenarnya  dan  dalam  arti  kiasan, didalam  pengertian  yang  sebenarnya  kata  nikah  itu  berarti  

        Soleman  Rasyid   merumuskan  arti  dari  perkawinan adal;ah  sebagai  berikut : “  Pernikahan  ialah  akad  yang  menghalalkan  pergaulan  dan  membatasi  hak  dan  kewajiban serta  tolong  menolong  antara  seorang  laki-laki  dan  sorang  perempuan  yang  bukan  muhram 7

Artinya :   Maka  nikahi  wanita-wanita  yang  kamu  senangi dua, tiga  atau  empat,  kemudian  jika  kamu takut  tidak  akan  berlaku adil,  maka  seorang  saja.  Menurut  iman  Asy Syafi,I,  “   nikah  adalah  mengadakan  perjanjian  perikatan,  sedang Imam   Abu  Hanafiah,    nikah  adalah Watha  atau  Setubuh              Dalam  buku   Pokok-pokok  hukum  islam  Asaf  AA,  menerangkan   bahwa  perkawinan  itu  menurut  pandangan  islam  mengandung  3 aspek,  yaitu,  Aspek  hukum, Aspek  social,  dan  Aspek  agama.

Islam  memandang  dan  menjadikan  perkawinan  itu,  sebagai  basisi  suatu  masyarakat  yang  baik  dan  teratur, sebab  perkawinan  tidak  hanya  dipertalikan  oleh  ikatan  lahir  saja,  tetapi  juga  diikat  oleh  bathin  dan  jiwa.

           Jadi  menurut  ajaran  islam,  perkawinan  itu  tidaklah  hanya  sebagai  suatu  persetujuan  biasa  melainkan  merupakan  persetujuan  yang  suci,  dimana  kedua  belah  pihak  berhubungan  menjadi  pasangan  suami  isteri  atau  saling  meminta  menjadi  pasangan  hidupnya  dengan  mempergunakan  nama  Allah.

B A B III HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN

A. Tata  cara  KUA  dalam  melaksanakan  pembuktian

Usia  terhadap  pihak  yang  akan  melangsungkan  perkawinan

             Perkawinan  adalah  suatu  yang  bersifat  sacral  atau  suci,  oleh  karena  itu,  maka  sebelum  melangsungkan  perkawinan,  kedua   calon mampelai  haruslah  terlebih  dahulu  memenuhi  segala  syarat  dan rukunnya  perkawinan  .Karena  apabila  tidak  dipenuhinuya  salah satu  syarat  atau  rukunnya  perkawinan,  maka  akan  mengakibatkan  perkawinan  itu  menjadi  batal,  Salah  s atu  contohnya  adalah  masalah  usia,  dari  pada  kedua  calon  mampelai  haruslah  sudah  memenuhi  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  psal  7  ayat 1  UU  No  1/74

           Jika  terjadi  penyimpangan  terhadap  pasal  7  ayat  1  UU  No1/74  atau  usia  salah  satu  atau  kedua  calon  mampelai  masih  dibawah  ketentuana  Undang-undang,  sedangkan  kedua  calon  mampelai  akan   melangsungkan  perkawinan,  maka  kedua  orang  tua calon  mampelai  beserta  calon  mampelai sendiri  terlebih  dulu  harus  memberitahukan  kehendaknya  tersebut  kepada  perangkat  desa  dalam  hal  ini  Kaur   kesra  setempat tentang  ijin untuk  melangsungkan  perkawinan,  tetapi  usia  dari  salah s atu  atau  kedua  calon  masih  kurang.

        Setelah  kedua  orang  tua  calon  mampelai  beserta  calon  mampelai  sendiri  atang  keperngkat  desa,  dalam  hal  ini  kaur  kesra,  maka  kaur  kesra  tidak  begitru  saja  akan  menyetujui  rencana  perkawinan  tersebut,  Akan  tetapi  kaus  kesra  berusaha  menolak  ijij  yang diajukan  kepadanya dengan  alasan,  bahwa  usia  dari  pada  calon  mapelai  masih  kurang  dan juga  hal  ini  bertentangan dengan  UU  No 1 /74 pasal  7,  kaur  kesra  juga  memberikan  penjelasan  lain  yang juga  dapat  dipertanggung jawbkan,  Sehingga  setelah  adanya penjelasan  dari  kaur  kesra  tersebut  diharapkan  para  pihak  yang   akan  melangsungkan  perkawinan  tersebut   dapat  menunda  perkawinan  tersebut  samapi  usia  mereka  benar-benar  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  nomor  1  tahun  l974

             Hal  ini  dijelaskan  oleh  Moh  Mansyur  kepada  penulis  yang  mengatakan  sebagai  berikut : “  bahwa  apabila  terjadi  ijin  kawin  dibawah  usia  minimum  maka  kaur  kesra  sedapat  mungkin  untuk  mencegah  atau  setidak-tidaknya  memberikan  keterangan  tentang  pentingnya  melakasakan  perkawinan  pada  usia  yang  benar-benar  matang,  karena  hal  ini  juga  demi  kebaikan  dari  calon  mampelai sendiri  yang   akan  melangsungkan  perkawinan.  Keterangan  dan  penjelasan  seperti  ini  tidak  hanya  diberikan  kepada   calon  mampelai  saja  tetapi  juga  kepada  orang  tua  calon  mampelai  agar  mereka  mau  menunda  perkawinannya  tersbeut  sampai  kedua  atau  salah  satu  calon  mampelai  tersebut  cukup  umur  untuk  melangsungkan  perkawinan  12) Apabila  kaur  kesra  sudah  memberikan  penjelasan  dan   keterangan  tentang  perkawinan  pada  usia  yang  cukup  matang,  tetapi karena  kedua  calon  mempelai  berserta  beserta  kedua  orang  tua  calon  mampelai  tersebut  masih  belum  cukup  umur  untuk  melaksanakan perkawinan  meskipun  salah  satu  atau  kedua  calon  mampelai  masih  belum  cukup  untuk  melangsungkan  perkawinan  dibawah  usia  minimum  perkawinan  yang  berupa  surat  pengantar  ke  Kantor  Urusan  Agama (  KUA )  setempat.

              Setelah  surat  pengantar  dari  kepala  desa  dibuat  maka  surat  tersbut  dibawah  kantor  Urusan  Agama (  KUA )  beserta  bukti-bukti  lain  yang  diperlukan,  apabila  persoalan  tersebut  sudah  berada  di  kantor  Urusan  Agama  Maka  Kantor  Urusan  Agama  akan  segera  memproses  dan  menyelesaikan  persoalan  tersebut,  Kemudian  kantor  urusan  agama  melalui  pegawai  pencatatan  nikah memanggil  pemohon  dan  juga  para  saksi.  Adapun  saksi-saksi  itu  tergantung  dari  pada  pencatat  Nikah,  apakah  perlu  atau tidak  didatangkan  saksi.

          Sedangkan  keterangan-keterangan  yang  diberikan  oleh  para  pihak  bersangkutan  tersebut  tidak  begitu  yang  diterima  oleh  Kantor  Urusan  Agama (KUA).  Akan  tetapi  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  terlebih  dahulu  akan  memeriksa  dan  menelti  kebenaran  bukti-bukti  yang  diajukan  terutama  bukti  tentang  usia  dari  pada  calon  mampelai  tersebut.

Bukti-bukti  inilah  yang  seringkali  dipergunakan  oleh  Kantor  Urusan  agama (KUA)  untuk  meneliti  adanya  kebenaran  usia  dari  calon  mamplelai.  Tetapi apabila  bukti-bukti  tersebut  diatas  tidak  ada,  maka  Kantor  Urusan  agama (  KUA )  akan  mencari  kebenaran  materiil  tentang  usia  darai  calon  mampelai  tersebut.  Biasanya  kebenaran  materiil  ini  didapat  dengan  cara  bertanya  dengan  kepal  desa, perangkat  desa, ketua  RW.  Ketua  RT  serta  kepada  tetangga  dari calon  mampelai  atau  juga  bisa  dilakukan dengan  cara  bertanya  kepada  teman dekat  dari  calon  mampe;lai  tersebut.

      
Kwenenran  materiil  ini tetap  dicari  olh  kantor  Urusan  Agama  (KUA)  untuk  mendapatkan  informasi  yang  benar  tentang usia  calon  mampelai  yang   akan  melangsungkan  perkawinan  ,  agar  UU  No  1/74  dapat  berlaku  efektif  didalam  masyarakat  atau  dengan  kata  lain  KUA  menginkan  agar  perkawinan  dibawah  usia  minimum  d apat  ditekan.

     

 Bila  trenayat  bukti-bukti yang  diajukan  maupun  keterangan  yang diberikan  kepada KUA  benar,  bahw  usia  dari calon  mampelai  masih  kurang,  maka  KUA  berusaha  untuk  membrikan  keterangan  dan  penjelasan  yang  lebih  jelas  lagi  kepada  para  pihak  yang  akan  melangsungkan perkawinan,  juga  kepada  orang  tua  calon  mampelai  tersebut  seperti  yang  dilakukan  oleh  Kaur  Kesra

B A B IV P  E  N  U  T  U  P

A. Kesimpulan

         Dari  beberapa  uraian  diatasa  yang telah  penulis  kemukan,  maka  d alam  bab  inik  penulis  memberikan  kesimpulan  sebagai  berikut :”

1. Perkawiana  dianggap sebagai  salah  satu  hal  atau  peristiwa  yang  bersifat  sacral  atau  suci,  karena  hanya  dengan  perkawinan  yang  sah  sebagai  penyambung  keturunan  dapat  dilaksanakan,  Selain  itu  keturunan  yang  diperoleh  dengan  melalui  perkawinan  yanag  sah,  akan  menghindarkan  percampuran  aduk  keturunan,  Sehingga  silsilah  dan  keturunan  manusia  dapat  dikpelihara  diatas  dasar  yang  sah.

2. Sebelum  melangsungkan  perkawinan,  kedua  calon  mampelai,  berserta  kedua  orang  tua  calon  mapelai  menyatakan  kehendaknya  tersebut  kepada  perangkat  desa  dalam   hal  ini  adalah  Kaur  kesra,  kemudian  kaur  kesra  akan  meneliti  apakah  bukti-bukti  atau  syarat-syaratnya  sebelum  melangsungkan  perkawinan  telah  dilengkapi  atau  belum

3. Bila  ada  salah  satu  syarat  belum  dipenuhi  dalam  hal  ini  adalah usia  dari  salah  atau  kedua  calon  mampelai  masih    kurang,  maka  kaur  kesra  akan  meminta surat  pengantar  dari  kepala  desa  untuk  ditujukan  kepada  kepala  kantor  urusan  agama (KUA)  tentang  usia  perkawinan  yang  tidak  memenuhi  syarat.  

4. Setelah  surat  pengantar  berada  di  Kantor  urusan  Agama,  maka  kantor  urusan  Agama  akan  melaksanakan  pembuktian  usia  calon  mampelai  tersebut.  Adapun  cara  Kantor  urusan  agama  didalam  membuktikan  usia  calon  mampelai  yang  akan  melaksanakan  perkawinan  ialah  dengan  melihat  bukti sebagai  berikut :

a. Akta  kelahiran  atau akta  kenal  lahir

b. Ijazah

c. Kartu  keluarga

Bila  bukti- bukti  yang  diajukan  itu memang  benar  bahwa  usia  dari  pada  salah satu  calon  mampelai  masih  kurang  maka,  Kantor  Uruisan  agama  akan  membuat  surat  permohonan  ijin  dispensasi  kawin  ke  pengadilan  agama,  tetapi  bila  bukti-  bukti  tersebut  tidak  ada,  maka  kantor  urusan agama  akan  mencari  kebenaran  materiil (  kebenaran  yang  sesungguhnya )  dengan  jalan  menanyakan  kepada  Kepala  Desa,  perangkat  desa,  Ketua  RT,  Ketua  RW,  serta  kepada  tetangga  atau  teman  dekat  calon  mampelai  tersebuti

5. Perkawinan  dibawah  usia  minimum  itu  pada  dasarnya  bisa  dilaksanakan,  tetapi dengan  syarat  harus mendapat  dispensasi  dari  pengadilan  agama,  adapun  dispensasi  itu  diperoleh  dengan jalan  terlebih  dulu harus  ada  surat  pengantar  dari  Kepala  desa,  dan  surat  permohoinan  ijin  dispensasi  kawin  dari  kantor  Urusan  agama ( KUA ),  baru  setelah  itu  bisa  mengajukan  ijin  dipspensasi  kepengadilan  agama,  tetapi  tidak  semua  ijin  dispensasi  itu  semua  dikabulkan  oleh  Pengadilan  Agama  tapi  ada kalanya  ijin  dipensasi  itu  ditolak.

6. Alas an-alasan   yang  sering   digunakan  oleh  calon  mampelai  dalam  memperoleh  ijin  dispensasi  kawin  kepengadilan  adalah,  hamil  sebelum  nikah,  sudah  berhubungan  intim,  dan  karena  sudah  tidak  d apat  dipisahkan  lagi,  Alasan-alasan  inilah  yang sebagai  penguat  didalam  meminta  dispensasi  kawin  ke pengadilan  agama  agar  supaya  rencana  perkawinan  dapat  dikabulkan  oleh  pengadilan  agama

7. Jika  seorang  yang  akan  melangsusngkan  perkawinan  dan  mereka  sudah  meminta  dispensasi  ke  Pengadilan  Agama tetapi  ditolak,  maka  jalan  yang sering  ditempuh  melakukan  perkawinan  sirri.  Dimana  sebetulnya  perkawinan  sirri  itu  bertentangan dengan  Undang-undang  No  1/74  karena  tidak dicatatkan,  tetapi  ada  juga  diantara  mereka   yang  ijin  dispensasinya  ditolak  oleh  pengadilan  agama,  maka  mereka  menunda  perkawinannya  tersebut  dengan maksud  akan  melangsungkan  perkawinan  jika  usia  salah  satu  atau  kedua  calon  mampelai  tersebut  telah  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan  oleh  UU  No  1  /74.

8. Untuk  mencegah  adanya  perkawinan  dibawah  usia  minimum,  maka  diperlukan  adanya  kesadaran  hukum  dari  masyarakat  serta  peranan  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  sendiri  didalam  menekan  tingkat  perkawinan  dibawah  usia  minimum  sehingga  undang-undang  nomor 1  tahun  1974  dapat  diterapkan  dengan  baik  tanpa  adanya  suatu  paksaan  serta  pula diperlukan  adanya  peranan  pihak-pihak  yang  bersangkutan.

        B  Saran- Saran

1. Untuk  mencegah  terkjadinya  perkawinan  dibawah  usia  minimum  hendaknya  didalam  hukum  islam  lebih  dipertegaskan  lagi  tentang  batasan  usia  minimum  untuk  melakukan  perkawinan,  agar  penduduk  Indonesia  yang  beragama  islam  yang  fanatic  lebih  dapat  memahami  tujuan  perkawinan  yang  sebenarnya  dikehendaki  oleh  undang-undang  nomor  1  tahun  1974.

2. Kantor  Urusan Agama (  KUA )  dalam  melaksanakan  pembuktian  usia  para  pihak  yang   akan  melangsungkan  perkawinan  hendaknya  dilakukan dengan  cepat  dan  efesien,  karena  seringkali  pelaksanaan  pembuktian  usia  itu  memakan  waktu  yang  cukup  lama

3. Adapun  didalam  mencegah  pelaksanaan  perkawinan  dibawah  usia  minimum,  sebaiknya  hakim  mempunyai  kewibawaan  dan  kecakapan  yang  tinggi  supaya  tidak s elalu  mengabulkan  setiap  ijin  kawin  yang  ada  didalam  pengadilan  agama.

4. Dengan  seringnya  digunakan  alasan  hamil  sebelum  menikah  dalam  permohonan  dispensasi,  maka  alangkah  baiknya  bila  orang  tua yang  putra  putrinya  sudah  dewasa  lebih  mengawasi  pergaulannya  supaya  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  yang  natinya  dapat  membuat  aib  dalam  keluarga.

5. Karena  tidak  semua  permohonan  dispensasi  kawin,  ke  pengadilan  agama  dikabulkan,  maka  banyak sekali    calon  mampelai  yang  ijin  dispensasinya  ditolak  oleh  pengadilan  agama  melakukan  perkawinan  sirri,  Oleh  karena  itu  perkawinan  sirri  terebut  bertentangan  dengan  ketentuan  perundangan  seperti  UU  No  1 /74

Karena  tidak  dicatatkan.,  maka  sebaiknya  mereka  yang  melakukan  perkawinan  sirri  tersbut  diberi  sanksi  hukuman  yang  sesuai,  ini  dimaksudkan  untuk  member  pelajaran  bagi  yang  melakukan  perkawinan  sirri,  Disamping  untuk  menerapkan  hal  yang  tersura  dan  tersirat  dalam  UU  No  1/74.

6. Didalam  peraturan  pememrintah  tahun  2005,  telah  dijelaskan  tentang  hukuman  pidana  bagi  para  pelanggar,  tetapi  pada  kenyataannya  pelaksanaan  dari  peraturan  pememrintah  nomor  9  tahun  2005  pasal  45,  belum  menyeluruh  diterapkan dalam  masyarakat,  maka  untuk  menerapkan  peraturan  tersebut,  sebaiknya  hukuman  bagi  para  [elanggarnya  lebih  diperberat  lagi  baik  itu  berupa  denda  maupun  hukuan  pidana.  Adapun  cara  penerapan  peraturan  tersebut  adalah  dengan  cara  petugas  kantor  urusan  agama  mengetahui  adanya  perkawinan  sirri  dalam  masyarakat  maka  secepoat  mungkin  ia  bertindak d engan  tegas.

7.  Oleh  karena  itu  bagi  calon  mampelai  yang  akan melangsungkan perkawinan hendaknya  usia  diantara  mereka  telah  memenuhi  syarat  perkawinan,  karena  ini  juga  untuk  kepentingan  dari  calon  mampelai sendiri  didalam  mejalankan  hidup  berumah  tangga,  agar  supaya  dapat  menciptakan  keluarga  yang  sakinah,mawaddah  dan  rahmah. 

